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Abstrak
Kosmetik merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan pada zaman saat ini banyak masyarakat yang mengganggap bahwa kosmetik tidak hanya menjadi kebutuhan sekunder saja, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer. Kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus mempunyai izin edar berupa notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM. Notifikasi sangat dibutuhkan karena dengan adanya notifikasi menandakan bahwa kosmetik tersebut aman untuk digunakan. Sayangnya masih banyak ditemukan kosmetik salah satunya kosmetik perawatan wajah yang tidak memiliki notifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik perawatan wajah dan untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan dengan beredarnya kosmetik perawatan wajah tanpa notifikasi..
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan konsep. Analisis yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan penalaran preskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara diharuskannya pelaku usaha mendaftarkan produk kosmetiknya untuk memperoleh notifikasi sebelum diedarkan di Indonesia. Perlindungan lainnya yang diberikan kepada konsumen pengguna kosmetik perawatan wajah adalah dengan adanya sidak yang dilakukan oleh BPOM dan dinas terkait untuk memberantas kosmetik tanpa notifikasi yang beredar dipasaran, dan BPOM akan merilis public warning mengenai kosmetik yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Apabila konsumen dirugikan akibat peredaran kosmetik tanpa notifikasi dapat mengajukan upaya hukum.. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen adalah secara non litigasi dan atau secara litigasi sesuai dengan yang telah diatur didalam UUPK berserta peraturan yang berkaitan. Untuk upaya melalui non litigasi dapat ditempuh melalui jalur konsiliasi,mediasi, dan arbitrase. Untuk upaya melalui litigasi mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik perawatan wajah, Notifikasi.

Abstract

Cosmetic is one of people needs. Even now a days when a lot of people assume that cosmetics are not only be a secondary needs, but primary needs. Cosmetics which distributed in Indonesia must have a license in the form of a notification issued by BPOM. Notification is very important because its showing that those cosmetics are safe for consumer. Unfortunately there are still many cosmetics do not have a notificaton. This research is for knowing the regulation of consumers protection circulated about cosmetic treatment of face and to know efforts of law which can be reached consumers who feel aggrieved by the circulated of face treatment cosmetics without notification.
This research uses normative juridical method, which explains the truth of problems by the logic of scientific laws from normative side. The writer uses several approaches, for instance statue approach and conceptual approach. The writer analyzes this research using prescriptive.

The results, government are giving a protection towards consumers in several condition. First, the business operators must to register their product to get notification before circulated in Indonesian. Second Other protection which giving to  face treatment cosmetic consumer is sudden inspection by BPOM and related agencies to combat  face treatment cosmetic without notification in the market, and BPOM will releases the public warning the unsecure cosmetics are used by consumers. The consumers may submit a legal action if they harmed by the illegal cosmetics circulation. The legal action which can be taken by the consumer is in non-litigation and litigation accordance to UUPK and related regulations. To initiate non-litigation way can be reached through conciliation, mediation, and arbitration, while litigation refers to the provision of public justice.

Keywords : law protection, consumer, face treatment cosmetic, notification.
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak, hal ini ditunjukkan dalam laporan bulanan  data sosial ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada bulan Juni 2014 berjumlah 252.164.800 orang.
Jumlah penduduk ini diprediksi akan terus mengalami kenaikan.


Jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak menjadikan Indonesia sebagai pasar yang besar bagi perusahaan kosmetik.
Hal ini didukung dengan data pelaku bisnis yang menjadi exhibitor di pameran perdagangan industri kecantikan Cosmobeaute. Jumlah peserta pameran pada tahun 2013 sebanyak 220 perusahaan dari berbagai negara berpartisipasi dalam acara tahunan ini, sedangkan pada tahun 2012 acara ini diikuti oleh 157 exhibitor. Berdasarkan data Euro Monitor International Lembaga Riset Pemasaran, industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan rata–rata 12 persen pertahun. Pada tahun 2014 sendiri diprediksi pertumbuhannya akan mencapai 20 persen.


Menurut Masako Suzuki, pimpinan perusahaan produk kecantikan dari Jepang Valentine Co. Ltd mengatakan, bahwa saat ini pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia baru awal dan akan bertumbuh. Jumlah peserta pameran Cosmo Beaute Indonesia 2013 diikuti 220 perusahaan dan lebih dari 660 brand (merek) dengan perbandingan brand luar negeri dan Indonesia sekitar 70 banding 30 persen. Jumlah peserta ini meningkat dari Cosmo Beaute Indonesia 2012 lalu sebanyak 157 exhibitor dari 25 negara yang memamerkan 260 brand, produk, dan teknologi. Menurut lembaga riset pemasaran EuroMonitor International, nilai industri kosmetik Indonesia mencapai lebih dari USD 5 miliar dengan pertumbuhan rata-rata 12 persen per tahun. Pada 2014 diprediksi pertumbuhan industri kecantikan Indonesia mencapai 20 persen. Sementara itu, menurut rilis dari Cosmo Beaute Indonesia 2013, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian mengatakan omzet industri kosmetik diprediksi naik mencapai Rp 11,2 triliun, tumbuh 15 persen dari 2012 lalu sebesar Rp 9,7 triliun.


Pertumbuhan volume penjualan kosmetik ditopang oleh permintaan, khususnya dari konsumen kelas menengah. Pertumbuhan kosmetik juga didorong oleh tren kenaikan penggunaan kosmetik oleh kaum pria. “dulu pria tidak tertarik membeli produk pereawatan kulit, tetapi sekarang keterkaitan mereka tinggi.


Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan pangsa yang besar dalam perdagangan khusunya dalam perdagangan kosmetik. Hal ini dilihat dari  peningkatan permintaan kosmetik di pasaran.

Kosmetik berasal dari Bahasa Yunani yakni “kosmetikos” yang berarti keahlian dalam menghias” dankosmos berarti hiasan,
 sedangkan kosmetik berdasarkan pasal 1 angka 4Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) disebutkan bahwa kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi.Sediaan farmasi sendiri adalah obat, bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika.


Kosmetik mempunyai beberapa manfaat yang dapat berguna atau bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat dalam penggunaan kosmetik itu sendiri adalah :

1. Membersihkan kulit tubuh atau kulit kepala.

2. Mencegah timbulnya keriput

3. Mengencangkan kulit – kulit kriput

4. Menyuburkan rambut.

5. Menghindari beberapa gangguan kulit baik dari luar maupun dari dalam, seperti noda – noda, flek, bintik – bintik, dan sebagainya

6. Menghaluskan kulit.

7. Mempercantik seseorang.

8. Merubah seseorang, (memperbaiki kekurangan–kekurangan yang terdapat pada seseorang), sehingga orang tersebut mengalami perubahan.


Manfaat yang bisa diperoleh setelah menggunakan kosmetik seperti yang dijelaskan diatas membuat kosmetik menjadi pilihan yang banyak dipilih oleh masyarakat. Penilaian bentuk atau rupa serta norma–norma kecantikan berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan dipengaruhinya oleh lajunya ilmu pengetahuan, pertumbuhan tehnologi serta perkembangan jenis–jenis kosmetik membuat kosmetik pada saat ini tidak hanya dianggap sebagai kebutuhan sekunder saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang.


Keadaan dimana kosmetik telah dianggap sebagai kebutuhan primer oleh masyarakat ,mulai dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan membuka praktek-praktek kecantikan ataupun memproduksi berbagai jenis kosmetik. Banyaknya pelaku usaha kosmetik yang bersaing di Indonesia mengakibatkan kosmetik tidak hanya tersebar di pasar-pasar modern saja, tetapi dapat melihat kosmetik hingga pada pasar-pasar tradisonal juga. Sayangnya tidak semua kosmetik yang beredar di pasaran itu aman untuk digunakan. Salah satunya karena masih beredarnya kosmetik yang tergolong dalam kategori kosmetik tanpa notifikasi, hal ini sesuai dalam lampiran public warning tentang kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang yang yang dikeluarkan oleh BPOM dalam tahun 2013. Dalam lampiran public warning tersebut terdapat 17 kosmetik yang mengandung bahan dilarang/berbahaya


Kosmetik tanpa notifikasi adalah kosmetik yang tidak didaftarkan oleh pelaku usaha ke Badan Pengawas Obat Dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM) untuk mendapatkan izin edar yang berupa notifikasi BPOM. Notifikasi sendiri merupakan bentuk peraturan baru dari BPOM yang harus ditaati produsen. Notifikasi diperlukan karena dengan adanya notifikasi pada kosmetik menandakan bahwa kosmetik tersebut telah dinyatakan lulus dari beberapa tahapan yang ditentukan dari pihak BPOM sehingga aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Keharusan pelaku usaha untuk mendapatkan notifikasi dijelaskan pada pasal 3 ayat (1) Permenkes tentang notifikasi yang mana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri. Lalu pada ayat (2) pasal ini juga disebutkan bahwa izin edar sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa notifikasi, jadi kosmetik yang beredar itu harus mendapatkan izin edar berupa notifikasi.


Beredarnya kosmetik tanpa notifikasi selain telah melanggar Peraturan Menteri Tentang Notifikasi, juga telah melanggar Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik (yang selanjutnya disebut Keputusan Kepala BPOM Tentang Kosmetik) yaitu:

Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan berikut:
a. menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan; 

b. diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik; 

c. terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2 huruf c Keputusan Kepala BPOM Tentang Kosmetik disini sangat jelas bahwa semua kosmetik yang beredar di Indonesia harus mendapatkan izin edar dari BPOM, selain melanggar pasal 2 huruf c, peredaran kosmetik tanpa notifikasi ini juga melanggar pasal 10 ayat (1)Peraturan Kepala BPOM Tentang Kosmetik, dimana pada pasal 10 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa kosmetik  sebelum  diedarkan  harus  didaftarkan  untuk  mendapatkan  izin  edar dari Kepala Badan.


Jumlah peredaran kosmetik tanpa izin edar dipasaran ini cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan laporan hasil sidak dari BPOM Repubik Indonesia yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2013 menemukan 4.232 item kosmetik berbahaya. Jumlah total yang diamankan mencapai 74.067 produk, terbagi atas kosmetik tanpa notifikasi dan mengandung bahan berbahaya.
YLKI Jawa Timur juga pernah mendapat pengaduan oleh konsumen yang menjadi korban dari peredaran kosmetik tanpa notifikasi tersebut. Konsumen tersebut mengalami kerugian karena menggunakan kosmetik racikan dari sebuah salon di Surabaya, yang tentunya kosmetik dari salon tersebut tidak mempunyai izin edar dari BPOM.


Pelaku usaha dalam mengedarkan kosmetik ini dirasa kurang  memperdulikan mengenai dampak negatif yang akan diterima oleh konsumennya ketika konsumen menggunakan kosmetik  tersebut, yang pelaku usaha pikirkan hanyalah bagaimana barang dagangannya bisa laku keras di pasaran dan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal pada dasarnya produsen sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen.


Pelaku usaha sendiri berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan UUPK), adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan  kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-samamelalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jika melihat pengertian pelaku usaha berdasarkan UUPK tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha tidak hanya suatu perusahaan yang berbadan hukum saja, tetapi juga bisa individu masyarakat, termasuk para pedagang.


Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya disini diberikan batasan atau kewajiban yang harus ditaati, yang sebagaimana diatur di dalam pasal 7 UUPK, yaitu :
a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidakdiskriminatif;

d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuatdan/atau yang diperdagangkan;

f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dapat dilihat pada pasal ini, pada pasal 7 huruf a UUPK dijelaskan pelaku usaha harus beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, tetapi dengan tindakan pelaku usaha yang tidak mendaftarkan kosmetiknya kepada BPOM hal ini mengidentifikasikan bahwa pelaku usaha tersebut tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Selain itu jika melihat pada huruf b, dimana pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang jelas tentang produknya. Pasal ini untuk memberikan kenyamanan kepada calon konsumen dalam mengonsumsi barang yang akan digunakannya.


Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produksi barang dan jasa yang akan dikonsumsinya.
Keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Informasi tersebut bisa disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan label yang melekat pada produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh pelaku usaha baik melalui media cetak maupun media elektronik.
Pemberian informasi yang memadai dapat menghindarkan konsumen dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada.


Pemerintah sebenarnyatelah membuat suatu perundang–undangan yang cukup jelas dan cukup lengkap untuk melindungi konsumen. Peraturan perundang–undangan ini sebenarnya bertujuan agar dapat melindungi konsumen dengan cara memberikan hak-hak terhadap mereka sesuai yang telah dicantumkan pada pasal 4UUPKyaitu dalam pasal 4 huruf a“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dalam pasal 4 huruf a ini sudah jelas bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan, dan keselamatan dalam memproduksi barang dan jasa, selain itu di dalam pasal 4 huruf c juga dijelaskan konsumen mempunyai “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” dalam pasal ini cukup jelas bahwa konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang yang akan dikonsumsinya.


Hak–hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak–hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh presiden amerika J.F Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri dari : 

a) Hak memperoleh keamanan;

b) Hak memilih ;

c) Hak mendapat informasi

d) Hak untuk didengar.


Perhatian terhadap konsumen mengenai keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang, dianggap jauh lebih baik dari pada awal dikemukakannya pada pertama kali oleh J.F Kennedy. Untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam memperoduksi barang dan jasa khususnya konsumen pengguna produk kosmetik tersebut, maka pemerintah juga telah membuat peraturan yang mengatur mengenai persyaratan yang harus ditaati oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkanproduknya dipasaran. Dengan berlatar belakang masih banyaknya kasus seperti yang telah dipaparkan oleh penulis maka penulis memilih rumusan masalah Bagaimanakah perlindungan hukumbagi konsumen terhadap peredaran kosmetik perawatan wajah tanpa notifikasi? Dan Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan dengan penggunaan kosmetik perawatan wajah tanpa notifikasi?

Kerangka pemikiran penulisan ini bermula dari banyaknya pelaku usaha yang tidak mendaftarkan kosmetiknya untuk memperoleh notifikasi sebelum kosmetiknya tersebut beredar dipasaran. Tidak adanya notifikasi ini akan mengancam keselamatan konsumen pada saat mengkonsumsi suatu barang khususnya produk kosmetik. Untuk memberikan rasa aman tersebut maka pemerintah mengesahkan UUPK, dimana salah satu pasal dalam UUPK tersebut menjelaskan mengenai hak-hak yang dapat diperoleh oleh konsumen.di dalampasal 4 UUPK, terutama pada huruf a dijelaskan bawasanya konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Disini jelas bahwa ketika pelaku usaha akan mengedarkan barang dagangannya khususnya kosmetik maka pelaku usaha harus memikirkan mengenai kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen ketika konsumen mengkonsumsi kosmetik. Salah satu untuk mewujudkan amanat psal 4 huruf a UUPK tersebut adalah dengan mendaftarkan kosmetik itu kepada BPOM untuk memperoleh izin edar untuk kosmetik tersebut.


 Izin edar ini juga diatur di dalam UU tentang Kesehatan,dimana diatur di dalam pasal 106, khusunya pada  ayat (1) dijelaskan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Keharusan pelaku usaha untuk mendaftarkan kosmetik mereka juga di perjelas dalam Peraturan Menteri Tentang Notifikasi. Notifikasi adalah  izin yang diberikan oleh BPOM untuk kosmetik yang akan beredar di Indonesia, meskipun banyak peraturan yang mengharuskan pelaku usaha mendaftarkan kosmetik mereka untuk memperoleh izin edar, tetapi masih banyak ditemukan kosmetik yang beredar dipasaran belum mempunyai izin edar. Dengan masih banyaknya kosmetik yang tidak mempunyai izin edar ini, maka penulis akan mengkaji mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadapkonsumen akibat beredarnya kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, selain itu penulis juga akan melihat mengenai upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mempertahankan hak – haknya.
METODE
Penelitian ini menggunakan penilitan yuridis normatif. yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penulis akan mencari jawaban mengenai bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik perawatan wajah tanpa notifikasi, dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan dengan penggunaan kosmetik perawatan wajah tanpa notifikasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang permasalahan yang dibahas. Pengolahan bahan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, dalam artian ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum perlindungan hukum konsumen
PEMBAHASAN

Pemaparan Kasus Posisi


Pertumbuhan penggunaan kosmetik semakin tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Berdasarkan data Euro Monitor International Lembaga Riset Pemasaran, industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan rata–rata 12 persen pertahun. Pada tahun 2014 sendiri diprediksi pertumbuhannya akan mencapai 20 persen.
 Tetapi sayangnya ada beberapa pelaku usaha yang memanfaatkan pertumbuhan kosmetik yang terus meningkat ini dengan tidak menjalankan atau tidak mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya yang mengatur mengenai kosmetik.


Pelaku usaha kosmetik perawatan wajah tersebut tidak mendaftarkan produk kosmetiknya kepada pihak BPOM untuk mendapatkan izin edar. Selain itu berdasarkan klarifikasi penulis kepada BPOM Jawa Timur berkaitan dengan peredaran  kosmetiktanpa notifikasi. Pihak BPOM Jawa Timur juga menjelaskan tidak hanya kosmetik buatan dalam negeri saja yang tidak mempunyai izin edar, melainkan kosmetik yang berasal dari luar negeri juga banyak yang ditemukan tidak mempunyai izin edar.


Dalam public warning BPOM tahun 2012 terdapat beberapa kosmetik tanpa notifikasi yang beredar di pasaran, beberapa kosmetik tersebut adalah : pemutih dokter, sp spesial uv whitening, spesial pearl cream super, pemutih sejuta bintang, racikanwalet putih, night cream sj sin jung, day cream sjuv white sin jung, vitamin pemutih kecantikan, klip 80"s night cream, klip 80"s day cream, vayala nightly cream, vayala daily cream. Beberapa kosmetik yang termasuk dalampublic warning tahun 2012 seperti yang dijelaskan di atas, selain  tidak mempunyai notifikasi, kosmetik perawatan wajah tersebut juga mengandung bahan yang dilarang, seperti merkuri. 


Kosmetik perawatan wajah yang termasuk dalam  public warning tahun 2013diantaranya adalah: tabita daily cream, tabita nightly cream, chrysant 24 skin care cream malam jasmine, cream malam prima 1, Dr. Nur Hidayat, SpKK. Semua kosmetik perawatan wajah yang dijelaskan diatas tidak mempunyai notifikasi, selain itu kosmetik perawatan wajah tersebut juga mengandung bahan yang dilarang seperti merkuri, dan hidrokinin. Untuk mengetahui lebih detail kosmetik yang terdapat dalam public warning BPOM tahun 2012 dan 2013 maka penulis akan melampirkan dalam skripsi ini.
1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik perawatan wajahTanpa Notifikasi.


Perlindungan hukum kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah konsumen kosmetik perawatan wajah agar hak-haknya untuk memperoleh rasa aman, nyaman ketika menggunakan kosmetik perawatan wajah dapat tercapai, yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan ataupun kaidah-kaidah hukum yang jelas. Pelaku usaha diharuskan mendapatkan izin edar sebelum kosmetik perawatan wajahnya di edarkan di pasaran.Pada pasal 106 ayat (1)UU tentang Kesehatan dijelaskan bahwa: “persediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Kosmetik merupakan salah satu bahasan dalam Pasal ini, karena berdasarkan pasal 1 angka 4 UU tentang Kesehatan dijelaskan bahwa:“yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”. Jadi dalam pasal 106 ayat (1) ini mengharuskan sediaan farmasi atau kosmetik hanya dapat diedarkan dipasaran jika telah memperoleh izin edar. Selain itu di dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (yang selanjutnya disebut dengan PP Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan) dijelakan bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperolah izin edar dari menteri”.


Pengaturan lain yang mengharuskan pelaku usaha kosmetik perawatan wajah untuk mendapatkan izin edar sebelum di edarkan dipasaran terdapat di dalam Pasal 3 permenkes Tentang Notifikasi. Adapun bunyi dari pasal 3 Permenkes Tentang Notifikasi adalah:

(1) Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

(2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi.

(3) Dikecualikan dari ketentuan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kosmetika yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.


Apabila melihat pada pasal 3 ayat (2)Permenkes tentang Notifikasi dijelaskan bahwa izin edar itu berupa notifikasi. Jadi apabila pelaku usaha sudah mendapatkan izin edar dari BPOM, maka akan keluarlah notifikasi sebagai penanda bahwa kosmetik perawatan wajah tersebut sudah memiliki izin edar. Dalam notifikasi kosmetik terdapat penyelaraskan peraturan dan persyaratan teknis dalam pembuatan kosmetik bagi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
 Jadi dengan adanya penyelaraskan peraturan dan persyaratan teknis dalam pembuatan kosmetik ini secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada konsumen kosmetik perawatan wajah dalam negeri. Hal ini dikarenakan kosmetik import yang berasal dari negara ASEAN yang sudah mendapatkan izin edar di negara asalnya secara tidak langsung juga sudah memenuhi peraturan dan persyaratan teknis yang hampir sama dengan peraturan di Indonesia. Tetapi BPOM tetap melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik import tersebut untuk melihat apakah kosmetik import tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan atau belum. 

Pemohon notifikasi untuk bisa mendapatkan nomor notifikasi juga diharuskan memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (yang selanjutnya disebut PP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi) Adapun bunyi dari pasal 2 ayat 1 tersebut adalah: “Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan”. Mengenai persyaratan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik perawatan wajah juga dijelaskan lebih detail dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Kepala BPOM Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Kosmetik. Adapun bunyi dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Kepala BPOM Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Kosmetik adalah:

Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi kriteria:

a. Keamanan yang dinilai dari bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kosmetika yang dihasilkan tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan  manusia, baik digunakan secara normal maupun pada kondisi penggunaan yangtelah diperkirakan;

b. Kemanfaatan yang dinilai dari kesesuaian dengan tujuan penggunaan dan klaim yang dicantumkan;

c. Mutu yang dinilai dari pemenuhan persyaratan sesuai CPKB dan bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, dan ketentuan peraturan perundangundangan dan 

d. Penandaan yang berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidakmenyesatkan. Untuk alur pendaftaran bisa dilihat dalam pasal 6 sampai 15 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik IndonesiaNomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. 

Adapun dokumen administrasi yang harus diserahkan adalah:

a.Kosmetika Dalam Negeri (kosmetika dalam negeri adalah Kosmetika Dalam Negeri adalah kosmetika yang dibuat dan dikemas oleh industri kosmetika di dalam negeri atau dibuat di luar negeri namundikemas dalam kemasan primer oleh industri kosmetika di dalam negeri).

1. NPWP

2. Surat Izin Produksi Kosmetika, sesuai dengan jenis sediaan produk yang didaftarkan

3. Sertifikat cara pembuatan kosmetik yang benar(yang selanjutnya disebut CPKB) atau surat pernyataan penerapan CPKB dan atau sertifikat CPKB dengan surat keterangan penggunaan fasilitas bersama, sesuai dengan jenis sediaan produk yang dinotifikasikan

4. Surat lisensi (kosmetika lisensi(Kosmetika Lisensi adalah kosmetika yang dibuat di wilayah Indonesia atasdasar penunjukan atau persetujuan tertulis dari industri kosmetika dinegara asal))
b. Kosmetika Kontrak (kosmetika kontrak adalah kosmetika yang pembuatannya dilimpahkan kepada industri kosmetika lain berdasarkan kontrak)

1. NPWP

2. Surat izin industri atau tanda daftar industri di bidang kosmetika untuk perusahaan pemberi kontrak

3. Surat perjanjian kerjasama kontrak antara pemohon notifikasi dengan penerima kontrak produksi yang dilegalisir oleh notaris dengan mencantumkan masa berlaku

4. Surat Izin Produksi Kosmetika untuk industri penerima kontrak

5. Sertifikat CPKB dengan surat keterangan penggunaan fasilitas bersama, sesuai dengan jenis sediaan produk yang didaftarkan, untuk perusahaan penerima kontrak
c. Kosmetika Impor (kosmetika impor adalah kosmetika yang dibuat oleh industri kosmetika diluar negeri, sekurang-kurangnya dalam kemasan primer)

1. NPWP

2. Angka Pengenal Importir (API) yang masih berlaku

3. Surat Penunjukan Keagenan yang masih berlaku mencantum masa berlaku dari negara asal

4. Sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan pabrik kosmetika di negara asal telah menerapkan CPKB sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasi dari pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat untuk pabrik yang berlokasi di luar ASEAN

5. Sertifikat CPKB atau surat pernyataan penerapan CPKB sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasi untuk pabrik yang berlokasi di ASEAN

Certificate of Free Sale (CFS) dikeluarkan pejabat berwenang di negara asal yang dilegalisir KBRI atau Konsulat Jenderal (khusus impor dari luar Negara ASEAN).

Pelaku usaha juga harus memenuhi beberapa peraturan mengenai cara pembuatan kosmetik yang baik sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : Hk.00.05.4.3870 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik, dokumen informasi produk sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 03.1.23.12.10.12123 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk, dan bahan kosmetika sesuai degan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan dengan peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar
Pada pasal 45 ayat (1) UUPK dijelaskan bahwa “konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen dapat memilih menggunakan jalur non litigasi dalam menyelesaikan permasalahannya. Lalu pada pasal 47 UUPK dijelaskan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”. Pasal ini dijelaskan mengenai tujuan menggunakan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi,banyak para pihak lebih memilih menyelesaikan sengketanya melalui jalur non litigasi dari pada menggunakan jalur litigasi dikarenakan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi terdapat beberapa kekurangan yaitu: proses peradilan sangat lambat, biaya perkara yang sangat mahal, putusan hakim tidak menyelesaikan masalah dikarenakan putusannya tidak bersifat win win solusion.


Badan yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen adalah BPSK, hal ini sesuai yang diatur di dalam pasal 52 huruf aUUPK tentang tugas-tugas BPSK. Adapun bunyi pasal ini adalah :

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Apabila melihat pasal 52 huruf a UUPK, menjelaskan bahwa dalam UUPK hanya mengenal mediasi atau arbitrase atau konsiliasi dalam penyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi. BPSK merupakan badan yang ditunjuk untuk melakukan ke tiga cara penyelesaian sengketa secara non litigasi tersebut. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai tata cara persidangan melalui mediasi,konsiliasi, dan arbitrase dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia. untuk jalur litigasi dapat ditempuh melalui jalur pidana, perdata, adiministrasi, dan class action. Jalur pidana biasanya dipilih oleh konsumen, karena konsumen tersebut selain mengalami kerugian materi konsumen juga mengalami kerugian fisik, atau bahkan meninggal dunia. Jalur perdata biasanya dipilih oleh konsumen karena konsumen tersebut lebih menderita kerugian secara materi. 
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemerintah telah membuat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam menggunakan kosmetika perawatan wajah, dimana dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pelaku usaha diharuskan mendaftarkan kosmetiknya untuk memperoleh notifikasi sebelum kosmetiknya diedarkan di Indonesia. Adanya notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM menandakan bahwa kosmetik perawatan wajah itu aman digunakan oleh konsumen, tetapi pada pasal 15 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika dirasa kurang memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini dikarenakan BPOM tidak mewajibkan kepada semua pemohon notifikasi untuk menyerahkan produknya untuk mendapatkan notifikasi kosmetik. BPOM, dinas kesehatan, kementerian perdagangan, kementerian komunikasi dan informasi dan kepolisian juga melakukan sidak lebih rutin untuk memberantas kosmetik perawatan wajah tanpa notifikasi yang beredar di pasaran. 

2. Konsumen dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya dari pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin edar. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen tersebut dapat melalui non litigasi dan atau litigasi. Berdasarkan pasal 52 ayat 1 UUPK, upaya hukum melalui non litigasi dapat ditempuh melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Berdasarkan pasal 48 UUPK, upaya hukum melalui litigasi yang dapat ditempuh oleh konsumen adalah melalui proses beracara dalam peradilan umum pada umumnya, jadi dalam proses beracara ini menggunakan peraturan beracara di peradilan pada umumnya. Upaya hukum melalui litigasi dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan secara perdata, ataupun dapat juga dilakukan penuntutan secara pidana. Untuk pemilihan jalur yang akan dipilih baik melalui litigasi maupun non litigasi tergantung kepada kesepakatan para pihak.

4.1 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Seharusnya penyerahan sampel kosmetik termasuk dalam syarat yang utama, tidak hanya sebagai syarat pendukung saja. Karena kosmetik itu bisa dinyatakan aman atau tidak yaitu dengan cara mengujikan kandungannya secara langsung. 

2. BPOM diharapkan lebih tegas dalam hal pemberian sanksi, khusunya kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik perawatan wajah tanpa notifikasi, karena tidak semua pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa notifikasi tersebut kasusnya dibawa keranah pengadilan, hal ini dirasa kurang memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang berbuat curang tersebut, selain itu dinas terkait yang bekerja sama dengan BPOM dalam penanganan kosmetik perawatan wajah tanpa notifikasi seperti dinas kesehatan, kementerian perdagangan, kementerian komunikasi dan informasi dan kepolisian diharapkan bisa lebih aktif lagi dalam hal memberantas peredaran kosmetik perawatan wajah tanpa notifikasi.

3. Para konsumen juga dihimbau lebih teliti dalam memilih kosmetik perawatan wajah yang akan digunakan, jangan memilih kosmetik perawatan wajah yang murah tetapi belum terjamin mengenai keamanan dari produk tersebut. dan jangan pernah takut melapor kepada BPOM jika menjadi korban dari penggunaan kosmetik perawatan wajah tanpa notifikasi ataupun mengetahui adanya mengetahui adanya peredaran kosmetik perawatan wajah yang tidak memiliki izin edar.

 4. Pelaku usaha diharapkan bisa memahami dan menjalankan peraturan yang mengharuskan pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk memperoleh notifikasi. Notifikasi sendiri sebagai penanda bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi
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